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Skripsi 81 Oleh : Arminda Rest, Pembimbing : Narsif, SH, MH dan £ Najmi, SH, M1
ABSTRAK

Vatikan adalzh negara vang dilindungi oleh hukum internasional. Tahta suci diakui schagai subjek hukum
wmasional juga berdasarkan alesan sejarahnya, Kewibawaan Tahla Suct sebagai pusat keagamaan denpan
chuasaan spiritualnya telah diakui oleh negarg-negara di dunia scjajar denpan  negars-negara dan subjek-suhjek |
dkum internasional lainnya. Secjarah penpakuan internasional tahta suei sebagai negara yanp berkedudukan di
stikan sudah dimulei sejak perjanjian Lateran 1929 antara wakil kepala pemerimiah tahta suci, kardmal Pietro
aspard dan perdana menteri ltalia Benito Musolini. Sebapai negara, Vatikan mempunyai hak untuk mengungkat dan
srpulus duta-dutanya ke nepar-negarn madpun organisasi-organisasi internasional di dunia. Diplomat Vatikan
sehutl dengan Numcio atan lengkapnya Nuntivs Apostolik vang antinya adalah utusan dari Tahta Suci {Apostolik ).
Lata nueio dizmbil dari babasa latin yang artinva secara harfiah adalah duta stan wtasan. Suat ind Tahta Suei elzh
-enjalin hubungen dengan 183 negara di duniw Di Indonesia juga terdapat perwakilan Tuhla Suct Vatikan
whungan  Indonesia dengan Vatikan sudah dimulai sejok saman Indonesia merdeka. Vatikan adalah  negara
crigma yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Berdasserkan judul diatas penulis merumuskan dalam tiga
wrmasalaban yaite bagaimana beniuk pengaturan perwakilan diplomatik nuncio dalam hukum internasional, status
um dan kedudukan diplematik nuncio ditinjau dart Konvensi Wina 1961 dan implementasi perwakilan diplomatik
scio di Indonesia. Metede penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis
matif dengan menppunokan data sckunder yang terdini dari bahan hukum primer, sckunder dan terier. Sumber
2 diperoleh dari penelitian pada Direktorat jendral Eropa Barat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
o menangani tentang Vatikan, pada kantor Perwakilan Vatikan di Indonesia, Keuskupan Agung Jakara{K Al dan
o melalui media internet dan studi kepustakaan. Sifat penclitian bersifat deskriptif, Dalam penelitian ini berups
24 dokumen, kemudian data diperoleh diolah melalui proses editing vang dilanjutken dengan analisa secara
~litatif, Berdasarkan hasil penelition yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan behwa penpgaluran
wzenai perwakilan diplomatik nuncio sudah ada sejak pada Kongres Wina 1815 dan dalam Konvenst Wina 1961,
us hukum dan kedudukan perwakilen diplomatik nuncio ini menurut Konvensi Wina 1961 scjajar dengan
—sakilan diplomatik lTainnya, Setingkal dengan duta besar. Schutan atau penamaasnnys yang berbeda dengan nama

2= Pans atau nungid.

=i telah dipertabankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pata tanggal 30 Desember 2009
=k telah disetujui oleh penguji.

=uji ¢
‘datangan | |, - — ot
na Terang Syofirman Syofyan, SH, MH | Delfianti, $11, M
~zeiahui :
1 Bagian Hukum Internasional

MNama Terang Tanda Tangan
~nus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat no. alumnus :
| Petugas Fakultas/Universitas

‘umnuos Fakultas ' Mama tandatangan

Yemnus Universitas Mama La.ndatanggm




BABI

PEMNDAHULLAMN

A, Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik  beserta aturan-aturannyvae lumbub dan
herkembang seiring dengan herdirinya hangsa-bangsa besar dalam sejarah
Romawi, Persia, Yunani, China dan bangsa-bangsa  lainnya  telah
mengembanpkan prakiek pengiriman duta untok mewaekili bangsanyva di
negara lain. Scirnng benjalannya wakiv, prakiek ini meluas. Bangsa-
bangsa mulai mengakui bahwa dota vang dikirim bangsa lain pada
hakikatnyva mewakili bangsa dan pemerintabnya, sehingga pihak penerima
tidak depat mencampun pelaksanaan tupas sang duta. Dalam
hubungannyva satu sama lain, negara mengirim utusan-utusannva untuk
berunding dengan negern lain dalem rengks memperjuangkan dan
mengamankan kepentingannya masing-masing disamping mengupayakan

terwujudnya kepentingan bersama,’
Prakiek-prakick ini pun kemudian diterima olel bangsa-bangsa lain

di muka bumi. Dengan semakin banyvaknya pihak wvang menerima

' Reer Mauna, Hukom o Iniermasional Pengeruian Peranan dan Fungsi datomn Lrn

Dinamika Globol, { Randung: Aloimni 20007 him, 635,



I-a

prakick-praktek ini, hubungan diplomatik beserta aluran-aturan main yang
menyertainya  melembaga menjadi kebiasaan  internasional.  Sclama
berabad-abad  kemudian,  hukum  kebiasaan  internasional di bidang
hubungan  diplomatik  menjudi penduan hanpgsa-bangsa dalam
melaksanakan hubunpannyva dengan bangsa fain.

Lzaha nepara-negars melakukan kodifikast hukum  diplomatik
telah dimulai paling tidak sejak awal abad X1X. Pada tahun 1815,
negarg-negary Eropa menyvepakati The Feana Regulation of 1813,
vang mengatur klasifikast kepala-kepals misi diplomatik. Pada tahun
1895, The fstinge of feternotional Low telah mengadopsi drati
kodifikast hukum diplomatik. The Sovana Convention om Diplomaiic
{ Mficers tahun 1928 dan The Harvard Draft Corvention or Diglamatic
Frivifeges  anmed fmmurities mhun 1932 disusun untukl semakin
mempertajam  ide pengkodifikasian hukum diplomatik. Bamo pada
tahun 1461, kadifikesi hukum diplomotik mencapai puncaknyva dengan
ditandatanganinva The Prenna Comention on Diplomaric Relations,
Fonvensi ini mulai herlaku pada tangpal 24 Juni 1964, Untuk
melengkapi Konvensi ini. negara-negara menyepskati The  Vienna
Carvention o Consulor Relations pada tahun 1963 dan The LV

Comvention on Special Mivsiony pada mhun 19659,



Hila dilihat dard segi hubungan antar bangsa, Negara Kot Vatikan
adaleh nepara berdavlat penub don dilindungl hukum  internasional.
lahta suci diakui sehagar subjek hukum intermasional juga berdasarkan
alasan sejarshnyva,” Tahta suci vang berpusal di Roma memang swdsh
ada scjak zaman dahulu kola: Semule diske bahwo Tohla Soci di
samping memiliki  kewenanpan  dalam  bhidang kerohsnian  atau
keapamaan  (Katolik), juga  dalem  bidang  keduniawian - atsu
keneparasn. Akan tetapl kini Kekuasaanya dibatasi banya berkenaan
dengan soal-soal keagamasn, Memun demikion, kewibawaan Tahte
suci schagai pusat Keapamaan dengan kKebuasaan spiritualnya tetap
diakui nepara-negora di dunia, Oleh Karena 1w, MNepara-negar tetap
menpghargai dan membert empat ersendin kepada Tahta Soc dalam
hubungan-huhungan intemasional sejojar denpgon negara-nepars dan

subjck-suhjck hukum internasional lainnya.

1l

[stileh Tahiax Suci merujuk Kepada otoritas, vurisdiksi dan kedaulatan

Paus dan para penasehatnya dalam memimpin gereja Katolik Roma',

Tahta Suci mempunyai hak vang sama dengan sebuah negara beedauiat,

* Wivan Parthionz 51, M. Pengontor Hukem Internationsl, (Bandung: OV

Pelainelar Blapiz, 15 hlm. 81

! hips iwikipedia.orgwikinYawikon da akses tgl 13 Juni 2005 pukul 19,20 wib
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BAB IV
PENUTLUP
A, KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab
terdatiulu dapat ditarik kesimpulan sebapai beriku:

|. Pengaturan Tentang perwakilan diplomatik nuncio dalam bukuom
internasional sudah ada dari dulu vaitu semenjak Kongres Wina
1815 dan dalam konvensi Wina 1961, Dalam konvensi terscbut
dinyatakan babwa schagai duta Paus kedudukan diplomatik nuncia
sejajar dengan dula atau wsan lainnya setingkar dengan duta

ESAL.

2. Status hukum Diplomatik Nuncio sama dengan duta atau utusan
lainnya vaitu setingkat dengan Duta Besar, hanva tugas nya saja
vang berbeda. Sebagai wakil Paus i gereja-gercia lokal fugas
perwakilan diplomatik nuncio lebih Khusus. vaitu lebih bersifat
rohani umat katolik, Perwakilan diplomatik nuncio menjalankan
tugas-tugasnya teresebut  berpijak  pada norma-norma hukem
imernasioanal vany berlaku secarn wmum. Sumber hukum nya
adalah sesuai dengan ketentuan tentang perwakilan diplomatk

vaite Konvenst Wina 1941
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